
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan zaman, antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat,

demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan

pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah

sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-

undang nomor 6 tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya. Implementasi

otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab

dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus

dipertanggungjawabkan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15

Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota

legislatif. Kelahiran UU tentang desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul

dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).



Pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004) menyebutkan desa sebagai sebuah

pemerintahan yang otonom dengan diberikannnya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait

pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses

pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis

perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat

dijadikan sebagai knowledge based society, paling tidak dapat memasukan banyak hal,

memasukan tentang peraturan desa sampai sejauh mana kita sudah memenuhinya, apakah telah

sesuai dengan arah tujuan yang dikehendaki, apa manfaat yang bisa dihasilkan bagi pemerintah

daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, masyarakat maupun lembaga. Jadi sangat penting dalam

menghadapi gerakan yang penuh tantangan.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan

desa memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar

normatif. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (Permendagri

nomor 113 tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa seharusnya desa semakin terbuka dan

responsibilitas terhadap proses pengelolaaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa yang

berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan desa.

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan

merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi

difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa

merupakan implementasi atau eksekusi dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).



Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses

pembayaran. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis

dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta proscdur tertcntu sehingga informasi

aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang

dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah

dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pcrtanggungjawaban atau

tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan

informasi mengenai suatu kegiatan alaupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu

tanggungjawab yang ditugaskan. Sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola

keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga

mengelola pembelanjaan anggaran.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Bekilang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo

yang merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa dari pemerintahan pusat, selain dana

desa, desa bekilang juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah kabupaten/kota (APBD). Adapun rincian Jumlah anggaran desa yang

diperoleh Desa Bekilang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1: Rincian Pendapatan Desa Bekilang Tahun 2017

No Sumber Pendapatan Jumlah

1 Dana Desa Rp    749.878.000

2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah/Kabupaten

Rp 12.214.000

3 Alokasi Dana Desa Rp     272.283.000



Total RP 1.034.375.000

Sumber: Pemerintahan Desa Bekilang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah Pendapatan  Desa Bekilang Tahun 2017

sebesar  Rp. 1.034.375.000. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima, memerlukan

perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya

laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada

masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang muncul pada saat ini khususnya di pemerintahaan desa selalu

diakibatkan karena perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No 113 Tahun

2014 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara

transparan,akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi

suatu karakter yang mendominan dalam budaya administrasi birokrasi dalam sektor publik dan

masih rendahnya SDM dan efektifitas kelembagaan dan tata kelola penerimaan desa serta

pelayanan terhadap masyarakat desa sehingga banyak pemberitaan media yang membahas kasus

korupsi yang menjerat kepala desa seperti yang termuat dalam media pewarta, “Polres

Batubara menjaring tiga oknum aparatur sipil Negara (ASN) dan kepala desa pada sebuah

Oprasi Tangkap Tangan (OTT). Mereka terjaring di kantor desa Durian, Kecamatan Sei

Balai, Kabupaten Batubara pada hari kamis, 9 Agustus 2018 kemarin terisiar kabar, OTT

yang dilakukan Polres Batubara tersebut terkait dugaan” Uang Pelicin” terhadap

pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018.1

Masalah lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah

rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, dan seringkali didominasi oleh para elit desa

1https://pewarta.co/news/hukum/kades-dan-3-asn-terjaring-ott-polres-batubara., akses: 28 Januari 2019.



seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Lebih daripada itu, sebelum

musyawarah rencana pembangunan desa sudah dipersiapkan draft penggunaan dana oleh pihak

pemerintah desa, sehingga dengan alasan keterbatasan waktu, masyarakat menjadi kurang aktif

dalam mengikuti proses musyawarah dan cenderung mudah mengiyakan apa yang sudah

dipersiapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang pengelolaan

keuangan desa di Desa Bekilang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. Untuk itulah peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul,Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa

Bekilang di Kecamatan Juhar Kabupaten Karo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan

permasalahannya yaitu Apakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Bekilang di Kecamatan

Juhar Kabupaten Karo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun

2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu

untuk mengetahui Apakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Bekilang di Kecamatan Juhar

Kabupaten Karo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 .

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu

pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Bekilang  di Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan

dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah di

desa Bekilang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu

pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Desa

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang

aman dan sejahtera. Adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri mengartikan bahwa

setiap desa memiliki kebebasan dalam membengun desa tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan

yang dapat membangun desa, maka dibutuhkan suatu badan ataupun pihak yang dapat

bertanggung jawab terhadap desa tersebut. Untuk itu, pemerintahan memerlukan pemerintahan

daerah yang lebih mendekat kepada masyarakatnya dan hal ini lebih dikenal dengan

pemerintahan desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air,

tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia dalam V Wiratman Sujar Weni:



Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa

merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.2

Menurut HAW. Winjaja Menyatakan:

Desa adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan Pemikiran mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,
dan pemnerdayaan masyarakat.3

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun

2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan

pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai

dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pemerintahan desa merupakan

subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

2Sujarweni, V. Wiratna, Akuntansi Desa: Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 1
3HAW. Widjaja, Otonomi Desa; Merupakan otonomi yang asli , Bulat dan Utuh, Cetakan Pertama: Raja

Grafindo Persada. Jakarta 2010, Hal. 3



mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang

signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus

diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan

memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang

menyelenggarakan ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah pelaksana fungsi-fungsi

pemerintahan desa. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan

memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani,

mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat seperti

hukum adat istiadat tertulis dan tidak tertulis, sosial, budaya, ekonomi, pertanian, dan

pemerintahan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa

menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: “Pemerintahan desa adalah

Kepela Desa  atau yang di sebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.Menurut Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang susunan

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasa 2 menyebutkan bahwa struktur

organisasi Pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa,

Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

b. Sekretariat Desa



Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan

umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu

urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin

oleh Kepala Urusan (Kaur).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas

kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara

pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta

memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk,

serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh

Kepala Dusun atau sebutan lain.

d. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi

pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu

seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi

dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai

wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan



pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan

yangdemokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2 Keuangan Desa

Menurut Hanafi Nurcholis menyatakan bahwa:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajban desa tersebut.
Keuangan desa berasal dari prndapatan asli desa, APBD, dan APBN.4

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa ( Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014).

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 71  bersumber

dari :

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong

royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

4Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Cetakan Pertama: Penerbit
Erlangga, 2011, Hal. 81



f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.3Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Hanif Nurchilis menyatakan bahwa:

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa
dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan
peraturan desa.5

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan

disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh

peraturan desa. APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan

berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk

mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya

APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang

terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut

dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta

cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu

memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang

tertuang didalamnya.

Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui

APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah

ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian

5Ibid, Hal. 81



pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang

anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014

terdiri dari:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan

hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri dari:

1) Pendapatan asli desa (PADesa)

2) Transfer

3) Pendapatan Iain-Iain

b. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa, terdiri alas kelompok:

1) Penyelenggaraan pemerintah desa

2) Pelaksanaan pembangunan desa

3) Pembinaan kemasyarakatan desa

4) Pemberdayaan masyarakat desa

5) Belanja tak terduga



c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan

2) Pengeluaran pembiayaan

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,

pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengolahan keuangan desa

adalahKeseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban keuangan desa. Hanif Nurcholis menyatakan,...

dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara
transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka,
akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna
melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus
dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan
pemerintahan.6

Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Desa memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik

6Ibid, hal. 82



desa yang di bantu oleh prangkat desa.Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara

tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan

sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan

serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Tahapan-

tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu)tahun anggaran, terhitung mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1 Perencanaan (Planning)

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan perencanaan. Perencanaan merupakan cara

organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai

dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut

secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan

dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategi, taktis, dan melibatkan aspek operasional.

Proses perencanaan juga melibatkan aspek prilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem

perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor

perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan,

merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan

kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa

sebagai berikut:



1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun

perencanaan pembangunan secara partisipatif.

2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam

perencanaan pembangunan.

3) Meningkatkan transparansi dan akuntabililitas pembangunan.

4)Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan

desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113

tahun 2014 yang diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22 dan 23, adalah sebagai berikut:

1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa.

Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan

Permusarakatan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan

tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain

paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati/walikota

menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak



diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja

Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku

dengan sendirinya.

4) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang

APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lam 7 hari kerja terhitung

sejak diterimanya evaluasi.

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap

menempatkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraluran desa,

bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan kcputusan bupati/walikota

sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggran sebelumya. Maka kepala

desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah

desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah

pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan

hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan

sendirinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana

pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari

setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan

tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan



yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa

perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan

dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel

dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakatnya di masa depan.

2.5.2Pelaksanaan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh

perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan angota-anggota kelompok

sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan

dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin

mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa

prinsip umum yang hams ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu

diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas

desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara

desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka

pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan



tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke

rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk

melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar

APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang

menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor

113 tahun 2014 yaitu, sebagai berikut:

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang

ditetapkan dalam peraturan desa.

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka

memenuhi kebutuhan operasinal pemerintah desa.

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum

rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan

operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah

disahkan oleh kepala desa.



7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai

dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).

8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas

beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

9) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP

tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat

Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti

transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa

menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.

11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan

dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan

pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan

pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat

disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan



dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu

tahun anggaran. Kegiatan penatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap

APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan

keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan

sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung  jawaban. Laporan

pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa

berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1.Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut

penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk

mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat

dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2.Buku Kas Pembantu Pajak



Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan

pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan

pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.5.4 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan

dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk

pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan

keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data

transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan

sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi

keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun

pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang

akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi,sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:



a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada

akhir bulan juli tahun berjalan

b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun

berikutnya

2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun

anggaran kepada bupati/walikota

3) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggarakan pemerintah desa secara tertulis kepada

BPD setiap akhir tahun anggaran Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah

sebagai berikut:

1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran

2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran

disahkan maka perlu dilaksanakan

3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan

lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku

inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang tetjadi

dapat dihasilkan sebuah neraca

5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah

laporan realisasi anggaran desa.



2.5.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas,

penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan

harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang

memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik,

pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan

permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Prtanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk

menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/ badan hukum/pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi

pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak

pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran

disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah

sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk

peraturan desa (permendagri nomor 113 tahun 2014). Peraturan desa ini disampaikan kepada

bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah

desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 terdiri dari:

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir



tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari

pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran

berkenaan:

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat

(2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati atau walikota setiap

semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan

2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua

komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Jenis

penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan

menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan  pendekatan analisis dekriptif.

Menurut Chatrine Marshal dalam Jonatan Sarwono menyatakan bahwa: penelitian

kualitatif adalah sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman

mengenai  kompleksitas yang ada dalam intraksi manusia.7 Proses dalam melakukan

penelitian merupakan penekanan, karena proses memerlukan waktu dan kondisi  yang berubah-

ubah maka definisi penelitian ini akan berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam

melaksanakannya yang bersifat fleksibel.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan

tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang

7 Jonatan Sarwono, Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Pertama: Geraha Ilmu,
Yogyakarta, 2006, Hal. 193



mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Penelitian dekriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai

dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi

responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.Dengan

demikian fenomena mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan

Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Bekilang Kecamatan Juhar Kabupaten

Karo dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasaahkan. Dalam sebuah

penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian ,

itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian

disebut informan.

Menurut Burhan Bungin: “Informan adalah subjek yang memahami informasi objek

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.”8Dalam

penelitian ini yang menjadi informan adalah Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa,

Bendahara Desa, Sekretaris Desa, kepala seksi sebagai informan internal dan BPD(Badan

Permusyawaratan Desa)sebagai Perwakilan dari Masyarakat Desa sebagai informan eksternal.

8 Buhar Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi
Kedua: Kencan, Jakarta, 2007, hal. 78



3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Analisis Pengelolaan Keuangan di Desa Bekilang Kecamatan

Juhar Kabupaten Karo.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian, maka

perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau

tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah

wilayah Desa Bekilang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo khususnya pada analisis pengelolaan

keuangan desa pada desa tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer menurut Jonathan Sarwono adalah data ini berupa teks hasil wawancara  dan

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel  dalam

penelitiannya. Data dapat direkam  atau dicatat oleh peneliti. 9

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan pengisian

kuesioner untuk memperoleh data dan informasi yang vaild dan akauratterhadap informan-

informan  yang dijadikan sumber informasi yaitu Pemerintahan Desa selaku Tim Pelaksana

Desa dan BPD selaku pengawas.

2. Data Sekunder

Menurut Jonathan Sarwono menyatakan bahwa:

9 Jonatan Sarwono, Op.Cit.,hal.209



Data sekunder adalah  Berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh
oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya
berasal dari data perimer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk
dalam kategori data tersebut ialah: Data bentuk teks: Dokumen, Pengumuman,
Surat-surat, dan sepanduk; Data bentuk gambar: foto, animasi, dan billboard.10

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsib (dokumen) dari desa Bekilang

Kecamatan Juhar Kabupaten Karo, yaitu berupa gambaran umum Desa Bekilang, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku

bank,  laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya dan juga literatur-literatur, baik

berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan buku-buku yang berhubungan dengan

sekripsi.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun

sosial yang diamati. Berikut ini disajikan Kerangka tahapan pengelolaan keuangan desa dan

Indikatornya.

Tabel 3.1 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

No Tahapan

Pengelolaan

Indikator Item

Pertanyaan

1. Perencanaan 1. Sekretaris desa menyusun Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPDesa

5

2. Rancangan Peraturan Desa tentang

10Loc. Cit



APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada

Badan Permusyawaratan Desa untuk

pembahasan lebih lanjut

3. Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa

disepakati paling lambat bulan Oktober

4. Rancangan yang telah disepakati diberikan

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk

dievaluasi

5. Jika hasil evaluasi tidak diberikan oleh

Bupati/Walikota maka peraturan tersebut

berlaku dengan sendirinya

2. Pelaksanaan 1. Bendahara dapat menyimpan uang kas

dengan jumlah tertentu di dalam Kas Desa

10

2. Jumlah Kas Desa ditentukan oleh Peraturan

Bupati/Walikota

3. Pengeluaran desa dalam bentuk beban

diakui saat Peraturan Desa sudah disahkan

4. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk

belanja pegawai yang bersifat mengikat

5. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh

Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala

Desa

6. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada

Kepala Desa

7. SPP diberikan jika barang atau jasa sudah

diterima beserta pernyataan tanggung jawab

belanja, dan lampiran bukti transaksi

8. SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris

dan disetujui oleh Kepala Desa dan



dibayarkan oleh Bendahara Desa

9. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas

pengeluaran desa

10. Bendahara sebagai wajib menyetorkan pajak

yang dipungutnya ke rekening kas Negara

3. Penatausahaan 1. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan

uang yang masuk dan keluar melalui laporan

pertanggungjawaban

3

2. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat

bendahara harus berupa buku kas umum,

buku kas pembantu pajak dan buku bank

3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan

setiap bulan dan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya kepada Kepala Desa

1. Pelaporan 1. Laporan pertanggungjawaban diberikan

kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa

6

2. Laporan pertanggungjawaban diberikan juga

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Laporan APBDesa disampaikan paling

lambat akhir bulan Juli tahun berjalan

4. Laporan akhir tahun disampaikan paling

lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya

5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota

6. Menyampaikan laporan akhir tahun anggaran

kepada BPD

5. Pertanggunjawa

ban

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi

APBDesa terdiri dari pendapatan,belanja

dan pembiayaan

3

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi



APBDesa harus dilampiri dengan format

laporan pertangggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa, format laporan

kekayaan milik desa, format laporan

program pemerintah dan pemerintah daerah

yang masuk ke desa

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa diberikan paling

lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenaan

Sumber: Data yang telah diolah

3.6Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data adalah suatu usaha

dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang

terstandar.

Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh data-data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi atau

obyek penelitian secara langsung maupun di tempat lain yang ada kaitannya dengan pokok

pembahasan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

a. Kuesioner

Menurut Widodo menyatakan:



Kuesioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/pertanyaan yang dibuat
berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan kepada
responden. Kuesioner biasanya digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau
prilaku.11

b. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan

pihak-pihak yang bersangkutan (dalam hal ini adalah kepala desa, bendahara desa,

sekertaris desa, ketua BPD sebagai perwakilan dari masyarakat) guna memperoleh data

yang relevan dengan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

c. Teknik dokumentasi.

Menurut Anwar Sanusi, Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk

mengumpulkan data sekunder dari bergaiai sumber, baik pribadi maupun

kelembagaan.12

Untuk melengkapi data dari hasil pengamatan, maka peneliti juga akan mengumpulkan

sejumlah data dan informasi melalui pencatatan bukti-bukti yang sudah didokumentasikan, yang

relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Studi Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-

buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan

landasan teori yang erat hubungannya.

3.7Teknik Analisis Data

11Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Cetakan ke-1: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2017, Hal. 72

12 Sanusi Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Malang, 2011. Hal. 114.



Teknik Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada

Desa Bekilang Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kusioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

a. Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan

kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang

dikumpulkan maksimal

b. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam tabel frekuensi untuk mempermudah dalam

menganalisa kegiatan tabulasi cording dan scoring.Cording adalah memberikan kode pada

setiap data yang telah dieditScoring adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk

memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert

modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh Perangkat Desa terhadap pengelolaan

keuangan desa adalah SS = 4, S=3, TS =2 dan STS=1.

c. Penerapan data disesuaikan dengan penelitian.

Penerapan data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi perangkat desa terhadap

pengelolaan keuangan desa, alat yang digunakan adalah mean. Mean ini digunakan untuk

menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan perhitungan-perhitungan aritmatika.

Perhitungan mean tersebut ditentukan dengan cara mengkombinasikan bobot nilai tiap



jawaban. SS = 4, S=3,TS =2 dan STS=1. Apabila mayoritas tanggapan informan sangat

setuju (SS), maka besarnya mean akan mendekati nilai 4, sebaliknya apabila mayoritas

pendapat informan sangat tidak setuju  (STS), maka mean akan mendekati nilai 1 (dalam

skala 1-4). Berdasarkan nilai maksimum dan minimum tersebut dapat diketahui bagaimana

Pengelolaan keuangan Desa didesa Bekilang . Rumus Mean

1. = ∑
Keterangan:

X : Rata-rata hitung

∑X : Jumlah semua nilai kuesioner

N : Jumlah Responden

2. Grand Mean (X) =

Rumus Skala interval yang dikemukan Simamora, didapatkan nilai interpelasi bahwa

sekor pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bekilang, bahwa apabila nilai-rata-rata hitung

sebagai berikut:

1,00 - 1,75 : Sangat Tidak Sesuai

1,76 - 2,50 : Tidak Sesuai

2,51 – 3,25 : Sesuai

3,26 - 4.00 : Sangat Sesuai



Langkah selanjutnya data dijabarkan dalam bentuk kalimat yang mengandung simpulan

penelitian.


